
 
 

 

 

 

BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 

 
NOMOR 6 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALUKU BARAT DAYA, 

 

Menimbang  : a.  bahwa Hak Keuangan dan administratif Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan 

kualitas, produktifitas, kinerja dan mewujudkan keadilan 

dan kesejahteraan; 

  b. bahwa hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah melalui tunjangan Kesejahteraan Pakaian 

Dinas dan Atribut masih perlu dilakukan perubahan 

dalam pelaksanaannya ; 

  c. bahwa untuk memberikan arah dan  landasan hukum 

terhadap perubahan pelaksanaan tunjangan 

kesejahteraan pakaian Dinas dan Atribut masih perlu 

adanya pengaturan; 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  

 

 

 

 

 

 

: 

d. 

 

 

 

 

 

1. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah  tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah  Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

  
 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi 

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4877); 

 

  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 

2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057).   

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 

                                                       dan 
BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :    : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH  
 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat 
Daya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 
Nomor 9 Tahun 2017) diubah sebagai berikut: 

 



1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 11 
 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan 

kesejahteraan. 
(2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 

a. jaminan kesehatan; 
b. jaminan kecelakaan kerja; 
c. jaminan kematian; 

d. pakaian dinas; dan 
e. atribut. 

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) pimpinan DPRD disediakan tunjangan lain berupa: 
a. rumah negara beserta perlengkapannya; 

b. kendaraan dinas jabatan; dan 
c. belanja rumah tangga. 

(4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan 

kesejahteraan berupa: 
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan 

b. tunjangan transportasi. 
 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14  

 
Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

huruf d terdiri dari: 
a. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) 

tahun; 
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) kali pada setiap tahun 

selama 5 (lima) tahun; 

c. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) kali 
setiap tahun; dan 

e. pakaian berciri khas daerah (tenun) disediakan 1 (satu) kali 
setiap tahun. 
 

3. Diantara Pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 14 A  sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 A 

 
(1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e 

merupakan kelengkapan pakaian dinas berupa 



emblem/pin/lencana berbentuk lambang Kabupaten Maluku Barat 

Daya. 
(2) Emblem/pin/lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari 
a. emblem/pin/lencana berbahan dasar emas; dan 

b. emblem/pin/lencana berbahan dasar perak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai  standar satuan harga  pakaian 

dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  Daerah 
Kabupaten Maluku Barat Daya. 

 

 
                                                                  Ditetapkan di Tiakur 

                                                                  pada tanggal 14 Juni 2021 
            

 
Paraf Koordinasi 

Sekda :  

Asisten :  
Kabag Hukum :  

Sekwan :  
 

 

BUPATI MALUKU BARAT DAYA, 
 

 

 
 

BENYAMIN THOMAS NOACH 

 
Diundangkan di Tiakur 

pada tanggal 14 Juni 2021  
 

  SEKRETARIS DAERAH 
  KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, 

 
 
 

 
   ALFONSIUS SIAMILOY 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2021 

NOMOR 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,  

PROVINSI MALUKU : (6/19/2021) 

 


